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Abstrak 
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak selalu terakomodasi 
secara memadai dalam hukum pidana positif. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum 
khususnya terkait metode penafsiran delik pidana. Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah kecenderungan 
penggunaan Argumentum per Analogiam  baik secara eksplisit maupun terselubung dalam menafsirkan norma pidana 
konvensional untuk menjangkau kejahatan digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi teoretis 
Argumentum per Analogiam  dalam hukum pidana serta menganalisis relevansi dan problematikanya dalam 
penafsiran tindak pidana di era teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil kajian menunjukkan 
bahwa Argumentum per Analogiam  secara prinsipil dilarang dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas 
legalitas dan berpotensi menciptakan norma pidana baru di luar kewenangan legislator. Praktik penafsiran luas 
dalam perkara kejahatan digital kerap mendekati analogi terselubung yang mengancam kepastian hukum dan 
perlindungan hak terdakwa. Oleh karena itu penanganan kejahatan digital seharusnya ditempuh melalui 
pembaruan legislasi pidana yang adaptif bukan melalui perluasan penafsiran yudisial yang berisiko melanggar 
prinsip negara hukum.  
 
Kata Kunci: Argumentum per Analogiam , Asas Legalitas, Penafsiran Hukum Pidana, Kejahatan Digital, Kepastian 
Hukum. 
 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara 
fundamental pola interaksi sosial ekonomi dan kelembagaan negara. Digitalisasi menghadirkan 
ruang baru bagi aktivitas manusia yang tidak lagi dibatasi oleh wilayah fisik maupun yurisdiksi 
nasional. Bersamaan dengan itu muncul berbagai bentuk tindak pidana baru yang 
memanfaatkan teknologi informasi seperti kejahatan siber penipuan digital penyalahgunaan 
data pribadi hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk melakukan perbuatan melawan 
hukum. Fenomena ini menandai pergeseran karakter kriminalitas dari yang bersifat 
konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi yang kompleks dinamis dan lintas batas. 

Perubahan tersebut tidak selalu diikuti secara seimbang oleh perkembangan hukum 
pidana positif. Hukum pidana yang pada dasarnya bersifat statis dan tertulis sering kali 
tertinggal dari laju inovasi teknologi yang berkembang sangat cepat (Saraya, Lubis, et al., 2025). 
Banyak bentuk perbuatan dalam ruang digital yang secara substansial menimbulkan kerugian 
serius bagi individu maupun kepentingan publik namun belum diatur secara eksplisit dalam 
peraturan perundang undangan. Kondisi ini memunculkan apa yang dalam doktrin hukum 
dikenal sebagai kekosongan hukum atau setidaknya ketidakjelasan norma yang menimbulkan 
persoalan dalam praktik penegakan hukum pidana. 
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Dalam situasi tersebut aparat penegak hukum khususnya hakim dihadapkan pada dilema 
serius. Di satu sisi terdapat tuntutan keadilan substantif dari masyarakat agar pelaku kejahatan 
digital tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain hakim terikat oleh asas 
legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang undang yang telah ada sebelumnya. 
Ketegangan antara kebutuhan untuk merespons kejahatan baru dan kewajiban menjaga 
kepastian hukum menjadi isu sentral dalam penafsiran hukum pidana kontemporer. 

Asas legalitas tidak hanya mengatur keberlakuan undang undang pidana secara temporal 
tetapi juga menentukan batas metode penafsiran yang dapat digunakan dalam hukum pidana. 
Salah satu implikasi utama dari asas ini adalah larangan penggunaan analogi atau Argumentum 
per Analogiam  dalam menentukan adanya tindak pidana (Yasin, 2016). Larangan tersebut 
dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kesewenang wenangan kekuasaan dan 
memastikan bahwa perluasan kriminalisasi hanya dilakukan oleh pembentuk undang undang 
bukan oleh hakim melalui penafsiran kreatif. Oleh karena itu analogi dipandang sebagai metode 
penalaran yang berpotensi menciptakan norma pidana baru di luar kehendak legislator. 

Namun dalam praktik hukum pidana modern terutama dalam perkara yang berkaitan 
dengan kejahatan digital batas antara analogi dan penafsiran sering kali menjadi kabur. Hakim 
kerap dihadapkan pada perbuatan yang secara faktual memiliki kesamaan substansial dengan 
delik konvensional tetapi dilakukan melalui sarana teknologi yang berbeda (El Hilmi & Astuti, 
2023). Dalam kondisi demikian muncul kecenderungan untuk memperluas makna unsur delik 
melalui penafsiran tertentu yang secara substantif mendekati penggunaan analogi. Hal ini 
menimbulkan perdebatan serius dalam doktrin hukum pidana mengenai sejauh mana 
penafsiran tersebut masih dapat dibenarkan tanpa melanggar asas legalitas. 

Argumentum per Analogiam  sebagai metode penalaran hukum pada dasarnya merupakan 
cara menarik kesimpulan dengan memperlakukan dua keadaan yang memiliki kesamaan 
esensial secara hukum. Dalam cabang hukum lain analogi sering digunakan untuk mengisi 
kekosongan hukum dan dianggap sebagai instrumen rasional untuk mencapai keadilan 
(Badriyah, 2022). Namun dalam hukum pidana posisi analogi menjadi problematis karena 
berkaitan langsung dengan pembatasan kebebasan individu melalui pemidanaan. Oleh sebab 
itu doktrin hukum pidana secara tradisional menempatkan analogi sebagai metode yang 
terlarang dalam menentukan perbuatan pidana. 

Di era teknologi digital larangan analogi tersebut menghadapi tantangan baru yang tidak 
sederhana. Kejahatan digital sering kali tidak sepenuhnya baru secara substansial melainkan 
merupakan transformasi dari kejahatan konvensional ke dalam medium digital (Cahyono et al., 
2025). Penipuan misalnya tetap memiliki unsur penyesatan dan kerugian tetapi dilakukan 
melalui sistem elektronik. Persoalannya kemudian apakah penafsiran terhadap delik penipuan 
dapat mencakup modus digital tanpa jatuh pada analogi yang dilarang atau justru penafsiran 
tersebut merupakan bentuk analogi terselubung yang mengancam kepastian hukum. 

Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan Argumentum per Analogiam  tidak hanya 
bersifat teknis yuridis tetapi juga teoretis dan filosofis. Di satu sisi terdapat kebutuhan adaptasi 
hukum pidana terhadap realitas sosial dan teknologi yang terus berubah. Di sisi lain terdapat 
keharusan menjaga prinsip dasar negara hukum yang menempatkan pembatasan kekuasaan dan 
perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Ketegangan ini menuntut konstruksi 
teoretis yang lebih tajam mengenai posisi analogi dalam penafsiran hukum pidana modern. 

Oleh karena itu kajian mengenai konstruksi teoretis Argumentum per Analogiam  dalam 
penafsiran tindak pidana menjadi sangat relevan dan mendesak. Kajian ini tidak hanya 
bertujuan untuk menegaskan kembali larangan analogi dalam hukum pidana tetapi juga untuk 
memahami secara lebih mendalam batas batas konseptual antara analogi penafsiran ekstensif 
dan penafsiran teleologis. Dengan pemahaman teoretis yang jelas diharapkan dapat dibedakan 
secara objektif antara penafsiran yang sah dan penafsiran yang melampaui kewenangan hakim. 

Dalam konteks tersebut artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif konstruksi 
teoretis Argumentum per Analogiam  dalam doktrin hukum pidana serta relevansinya dalam 



 

menghadapi tantangan kejahatan digital. Dengan menempatkan asas legalitas sebagai kerangka 
normatif utama analisis ini diarahkan untuk menilai problematika penggunaan analogi dalam 
penafsiran tindak pidana sekaligus mengeksplorasi kemungkinan pendekatan alternatif yang 
tetap menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum di era teknologi 
digital. 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif (Utsman, 2014). 
Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konsep dan doktrin hukum 
pidana khususnya terkait Argumentum per Analogiam  dalam penafsiran tindak pidana. Melalui 
penelitian yuridis normatif hukum dipahami sebagai suatu sistem yang koheren sehingga 
penelaahan dilakukan terhadap asas asas hukum pidana prinsip legalitas serta konstruksi 
teoretis penafsiran hukum yang berkembang dalam literatur dan praktik peradilan. Pendekatan 
konseptual digunakan untuk mengkaji secara mendalam pengertian karakteristik dan batasan 
Argumentum per Analogiam  dengan merujuk pada pandangan para ahli hukum pidana dan teori 
penafsiran hukum guna membangun kerangka analisis yang sistematis dan konsisten. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer 
sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan yang 
relevan dengan asas legalitas dan penafsiran tindak pidana serta putusan pengadilan yang 
berkaitan dengan kejahatan digital. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah jurnal buku 
teks dan pendapat para pakar hukum pidana yang membahas analogi dan penafsiran hukum 
sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan 
konsep hukum tertentu. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik kualitatif 
deskriptif untuk menggambarkan dan memahami konstruksi teoretis yang ada serta dilanjutkan 
dengan analisis preskriptif guna merumuskan argumentasi normatif dan rekomendasi 
konseptual mengenai posisi Argumentum per Analogiam  dalam penafsiran tindak pidana di era 
teknologi digital. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konstruksi Teoretis Argumentum per Analogiam  dalam Hukum Pidana 

Dalam konstruksi hukum pidana klasik Argumentum per Analogiam  ditempatkan sebagai 
metode penalaran yang secara tegas dilarang penggunaannya dalam menentukan adanya tindak 
pidana. Larangan tersebut berakar pada asas legalitas yang berkembang kuat sejak pemikiran 
hukum pidana modern di Eropa Kontinental yang menekankan kepastian hukum dan 
perlindungan individu dari kekuasaan negara. Dalam paradigma klasik hukum pidana dipahami 
sebagai hukum yang bersifat limitatif sehingga setiap perbuatan yang dapat dipidana harus 
dirumuskan secara jelas dan tertulis oleh pembentuk undang undang (Santosa, 2024). Oleh 
karena itu analogi dipandang berbahaya karena memungkinkan perluasan makna norma pidana 
melampaui batas yang secara eksplisit ditentukan oleh undang undang. 

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas hubungan sosial posisi 
analogi dalam hukum pidana modern mengalami pergeseran diskursif meskipun tidak secara 
normatif. Hukum pidana modern menghadapi realitas bahwa tidak semua perbuatan yang 
merugikan kepentingan hukum dapat segera diakomodasi dalam peraturan tertulis (Saraya, 
Plaikoil, et al., 2025). Dalam konteks ini muncul pandangan yang lebih fleksibel terhadap 
metode penafsiran hukum meskipun larangan analogi tetap dipertahankan sebagai prinsip 
dasar. Perdebatan kemudian bergeser pada upaya membedakan secara konseptual antara 
analogi yang terlarang dan bentuk penafsiran lain yang masih diperkenankan seperti penafsiran 
ekstensif dan teleologis. 

Perdebatan akademik mengenai boleh tidaknya analogi dalam hukum pidana 
mencerminkan tarik menarik antara dua kepentingan fundamental yaitu kepastian hukum dan 
keadilan substantif. Kelompok yang menolak analogi secara absolut berargumen bahwa setiap 



 

bentuk analogi pada hakikatnya menciptakan norma pidana baru yang seharusnya menjadi 
kewenangan legislator. Sebaliknya kelompok yang lebih moderat berpendapat bahwa dalam 
kondisi tertentu analogi tidak selalu identik dengan penciptaan norma baru melainkan dapat 
berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan makna norma yang telah ada sepanjang tidak 
melampaui maksud pembentuk undang undang. Perbedaan pandangan ini menunjukkan 
bahwa persoalan analogi bukan semata masalah teknis penafsiran melainkan berkaitan erat 
dengan filosofi pemidanaan dan konsep negara hukum. 

Dalam kerangka teoretis Argumentum per Analogiam  perlu dibedakan secara tegas antara 
analogi sebagai metode penalaran hukum dan analogi sebagai alat pembentukan norma. Sebagai 
metode penalaran analogi digunakan untuk memahami kesamaan esensial antara dua keadaan 
faktual guna menarik kesimpulan logis (MH et al., 2018). Namun dalam hukum pidana 
penggunaan analogi menjadi problematis ketika kesimpulan tersebut berujung pada perluasan 
ruang lingkup delik pidana yang tidak dirumuskan secara eksplisit. Pada titik inilah analogi 
berubah dari sekadar alat berpikir menjadi instrumen normatif yang berpotensi melanggar asas 
legalitas. 

Dengan demikian konstruksi teoretis Argumentum per Analogiam  dalam hukum pidana 
menempatkan analogi pada posisi yang sangat dibatasi dan diawasi secara ketat. Analogi tidak 
dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan atau memperluas delik pidana tetapi hanya 
dapat dipahami sebagai alat bantu analitis dalam menjelaskan norma yang telah ada tanpa 
menambah unsur baru. Pemahaman ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan hukum 
pidana modern termasuk kejahatan berbasis teknologi karena memberikan batas konseptual 
yang jelas antara penafsiran yang sah dan penalaran yang melampaui kewenangan hukum 
pidana. 
 
Argumentum per Analogiam  dan Penafsiran Delik Pidana  

Dalam hukum pidana penafsiran delik memiliki posisi strategis karena menentukan batas 
antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang berada di luar jangkauan hukum pidana. 
Penafsiran pada dasarnya dimaksudkan untuk menemukan makna norma yang telah 
dirumuskan oleh pembentuk undang undang bukan untuk menciptakan norma baru (Ajie, 
2016). Oleh karena itu garis batas antara penafsiran dan pembentukan norma menjadi sangat 
krusial dalam menjaga konsistensi asas legalitas. Ketika penafsiran dilakukan secara melampaui 
maksud normatif undang undang maka penafsiran tersebut berpotensi berubah menjadi 
tindakan pembentukan hukum yang seharusnya berada dalam kewenangan legislator. 

Argumentum per Analogiam  sering kali menjadi titik rawan dalam penafsiran delik pidana 
karena berangkat dari upaya menyamakan suatu perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit 
dengan perbuatan lain yang telah diatur dalam undang undang. Dalam konteks ini analogi tidak 
lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu pemahaman melainkan sebagai sarana untuk 
memperluas ruang lingkup penerapan norma pidana. Perluasan semacam ini menimbulkan 
persoalan serius karena membuka kemungkinan pemidanaan terhadap perbuatan yang pada 
saat dilakukan belum secara jelas dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum positif 
(Mandagi, 2021). 

Dalam praktik peradilan sering kali ditemukan kesulitan untuk membedakan antara 
penggunaan analogi dan penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif pada prinsipnya masih 
berada dalam batas makna kata atau frasa yang dapat diterima secara linguistik dan sistematis 
dalam norma yang ada. Sebaliknya analogi melibatkan penerapan norma terhadap perbuatan 
yang berada di luar cakupan makna tersebut meskipun memiliki kesamaan substansial. 
Perbedaan ini bersifat konseptual namun dalam praktik tidak selalu mudah untuk diidentifikasi 
secara tegas. 

Putusan hakim dalam perkara pidana tertentu menunjukkan adanya kecenderungan 
penggunaan penafsiran yang secara formal disebut sebagai penafsiran ekstensif namun secara 
substansial mendekati analogi. Hal ini terutama terlihat dalam perkara yang berkaitan dengan 
modus kejahatan baru di mana hakim berusaha menyesuaikan norma lama dengan realitas 



 

faktual yang berkembang (Pakaya, 2017). Ketika perluasan makna unsur delik dilakukan tanpa 
dasar tekstual dan sistematis yang kuat maka praktik tersebut dapat dipandang sebagai analogi 
terselubung yang bertentangan dengan asas legalitas. 

Risiko utama dari penggunaan analogi dalam penafsiran delik pidana adalah terjadinya 
penyimpangan asas legalitas yang berimplikasi pada hilangnya kepastian hukum. Warga negara 
tidak lagi dapat secara jelas mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana karena 
batas norma menjadi bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum (Rohmana, 
2017). Kondisi ini bertentangan dengan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium yang 
seharusnya diterapkan secara ketat dan terbatas. 

Selain itu penyimpangan asas legalitas melalui penggunaan analogi juga berpotensi 
melemahkan prinsip perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan dan rasa 
aman dari pemidanaan sewenang wenang. Hukum pidana yang membuka ruang analogi akan 
memberikan kewenangan diskresioner yang terlalu luas kepada hakim dan penegak hukum 
lainnya. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem negara hukum dan 
mereduksi peran pembentuk undang undang sebagai pemegang otoritas utama dalam 
kriminalisasi. 

Dengan demikian pembahasan mengenai Argumentum per Analogiam  dan penafsiran delik 
pidana menegaskan pentingnya kehati hatian dalam menggunakan metode penafsiran dalam 
hukum pidana. Penafsiran harus tetap berpijak pada teks norma tujuan pembentuk undang 
undang dan sistem hukum secara keseluruhan. Setiap kecenderungan untuk menggunakan 
analogi sebagai jalan keluar atas kekosongan hukum harus dipahami sebagai persoalan 
kebijakan hukum yang memerlukan intervensi legislasi bukan sebagai legitimasi bagi perluasan 
penafsiran oleh hakim. 

 
Tantangan Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital 

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat telah melahirkan berbagai bentuk 
perbuatan yang secara faktual menimbulkan kerugian serius bagi individu masyarakat dan 
negara namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum pidana positif. Fenomena ini 
menciptakan kondisi kekosongan hukum atau rechtsvacuum khususnya terhadap kejahatan 
digital yang bersifat baru kompleks dan terus berkembang. Kekosongan hukum tersebut tidak 
selalu berarti ketiadaan norma sama sekali melainkan dapat berupa ketidakjelasan atau 
keterbatasan rumusan delik yang ada sehingga sulit diterapkan secara langsung terhadap 
perbuatan berbasis teknologi (Iskandar, 2025). 

Ketertinggalan legislasi menjadi salah satu faktor utama yang memperparah persoalan 
penafsiran tindak pidana di era digital. Proses pembentukan undang undang yang memerlukan 
waktu panjang sering kali tidak sejalan dengan laju inovasi teknologi yang bergerak cepat dan 
dinamis (Akpobome, 2024). Akibatnya hukum pidana kerap berfungsi secara reaktif dengan 
mengatur perbuatan setelah dampak negatifnya meluas di masyarakat. Kondisi ini 
menempatkan hukum pidana dalam posisi yang selalu tertinggal sehingga menimbulkan 
kesenjangan antara realitas sosial dan kerangka normatif yang tersedia. 

Dalam konteks kejahatan digital banyak perbuatan yang secara substansial memiliki 
kemiripan dengan delik konvensional namun dilakukan melalui sarana dan mekanisme yang 
berbeda. Misalnya penyalahgunaan data digital dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan 
pelanggaran privasi yang setara bahkan lebih besar dibandingkan pencurian konvensional 
(Kurniarullah et al., 2024). Namun perbedaan medium dan modus operandi sering kali 
menimbulkan keraguan apakah perbuatan tersebut dapat langsung dikualifikasikan sebagai 
tindak pidana berdasarkan norma yang ada tanpa melanggar asas legalitas. Persoalan ini 
memperlihatkan keterbatasan pendekatan normatif yang terlalu bertumpu pada rumusan delik 
konvensional. 

Dilema semakin nyata ketika perkara kejahatan digital diajukan ke hadapan pengadilan. 
Hakim dihadapkan pada perbuatan yang secara moral dan sosial patut dipersalahkan serta 
menimbulkan kerugian nyata bagi korban namun belum diatur secara eksplisit dalam undang 



 

undang pidana (Sanjaya, 2020). Dalam kondisi ini hakim berada pada persimpangan antara 
tuntutan keadilan substantif dan kewajiban untuk mematuhi asas legalitas. Setiap pilihan yang 
diambil mengandung konsekuensi yuridis dan filosofis yang tidak ringan. 

Jika hakim memilih untuk menafsirkan norma yang ada secara luas guna menjangkau 
perbuatan digital tersebut maka terdapat risiko terjadinya penyimpangan asas legalitas melalui 
penggunaan analogi atau penafsiran yang melampaui batas. Sebaliknya jika hakim menolak 
untuk menerapkan hukum pidana karena ketiadaan dasar normatif yang jelas maka akan 
muncul kesan bahwa hukum tidak mampu memberikan perlindungan efektif terhadap 
kepentingan masyarakat di era digital. Dilema ini mencerminkan ketegangan struktural antara 
kepastian hukum dan responsivitas hukum terhadap perkembangan sosial. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penafsiran tindak pidana di era 
teknologi digital tidak dapat diselesaikan semata mata melalui kreativitas penafsiran oleh hakim. 
Penafsiran memiliki batas normatif yang tidak boleh dilampaui demi menjaga prinsip negara 
hukum. Oleh karena itu upaya mengatasi kekosongan hukum dan ketertinggalan legislasi 
memerlukan pendekatan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif termasuk 
perumusan delik digital yang lebih adaptif dan berbasis pada perkembangan teknologi. 

Dengan demikian tantangan utama penafsiran tindak pidana di era teknologi digital 
terletak pada kemampuan sistem hukum pidana untuk menjaga keseimbangan antara kepastian 
hukum dan keadilan substantif. Hukum pidana dituntut untuk tetap setia pada asas legalitas 
sekaligus mampu merespons dinamika kejahatan modern secara efektif (Yusi & Erniwati, 
2022). Kesadaran akan keterbatasan penafsiran sebagai solusi sementara harus mendorong 
pembentuk undang undang untuk mengambil peran aktif dalam memperbarui hukum pidana 
agar selaras dengan realitas teknologi yang terus berkembang. 

 
Analisis Kritis Penggunaan Argumentum per Analogiam  dalam Kasus Kejahatan 
Digital 

Analisis terhadap praktik peradilan dalam perkara kejahatan digital menunjukkan adanya 
kecenderungan hakim untuk menggunakan penafsiran luas terhadap delik delik konvensional 
guna menjangkau perbuatan berbasis teknologi. Dalam sejumlah putusan cybercrime hakim 
berupaya menyesuaikan rumusan delik yang lahir dalam konteks non digital dengan fakta 
perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Upaya tersebut sering kali didorong oleh 
pertimbangan keadilan substantif dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum 
terhadap korban yang dirugikan secara nyata oleh perbuatan digital. 

Namun penafsiran luas tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas 
antara penafsiran yang sah dan penggunaan analogi yang terlarang dalam hukum pidana. Ketika 
hakim menerapkan suatu norma pidana terhadap perbuatan yang secara tekstual tidak tercakup 
dalam rumusan delik meskipun memiliki kesamaan substansial dengan perbuatan yang diatur 
maka praktik tersebut mendekati Argumentum per Analogiam . Dalam konteks ini analogi tidak 
lagi tampil secara eksplisit melainkan hadir dalam bentuk penafsiran yang diperluas sehingga 
sulit dibedakan dari penafsiran ekstensif yang diperkenankan. 

Fenomena analogi terselubung ini dapat diamati ketika unsur unsur delik ditafsirkan 
secara sangat longgar tanpa dukungan argumentasi sistematis dan teleologis yang memadai. 
Hakim cenderung menitikberatkan pada kesamaan akibat atau kerugian yang ditimbulkan oleh 
perbuatan digital dengan delik konvensional tanpa menilai secara cermat kesesuaian struktur 
normatif delik tersebut (Powell et al., 2018). Akibatnya norma pidana diterapkan pada 
perbuatan yang pada saat perumusannya tidak pernah dimaksudkan untuk dijangkau oleh 
pembentuk undang undang. 

Praktik semacam ini meskipun dimaksudkan untuk menutup kekosongan hukum justru 
berpotensi menimbulkan masalah serius dalam sistem hukum pidana. Penggunaan analogi 
terselubung mengaburkan batas kewenangan antara hakim dan legislator serta menggeser 
fungsi pembentukan hukum pidana dari ranah legislatif ke ranah yudisial (Levin, 2022). Kondisi 



 

ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan asas legalitas yang menempatkan kriminalisasi 
sebagai kewenangan politik hukum pembentuk undang undang. 

Implikasi lebih lanjut dari penggunaan analogi terselubung dalam perkara kejahatan 
digital adalah terganggunya kepastian hukum. Ketika batas penerapan norma pidana menjadi 
tidak jelas warga negara kehilangan kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari 
perbuatannya. Kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi hukum pidana menjadi 
lemah karena pemidanaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada rumusan norma yang jelas 
dan tertulis melainkan pada interpretasi yang berkembang dalam praktik peradilan. 

Selain itu perlindungan hak terdakwa juga berpotensi tergerus akibat penggunaan analogi 
terselubung. Terdakwa dapat dipidana atas dasar norma yang maknanya diperluas setelah 
perbuatan dilakukan sehingga bertentangan dengan prinsip non retroaktif dan fair trial. Dalam 
konteks negara hukum perlindungan terhadap hak terdakwa merupakan elemen esensial yang 
tidak dapat dikompromikan meskipun terdapat tekanan untuk menindak kejahatan digital 
secara tegas. 

Di sisi lain perlu diakui bahwa praktik peradilan yang cenderung memperluas penafsiran 
norma pidana muncul dari keterbatasan regulasi yang ada. Hakim berada dalam posisi sulit 
ketika dihadapkan pada perbuatan digital yang merugikan masyarakat namun belum diatur 
secara komprehensif. Namun kesulitan tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi untuk 
mengabaikan batas normatif penafsiran hukum pidana karena hal tersebut justru menciptakan 
ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. 

Oleh karena itu analisis kritis terhadap penggunaan Argumentum per Analogiam  dalam 
kasus kejahatan digital menegaskan pentingnya sikap kehati hatian dalam praktik penafsiran 
yudisial. Hakim perlu secara tegas membedakan antara penafsiran ekstensif yang masih berada 
dalam kerangka norma dengan analogi yang menciptakan norma baru. Pada saat yang sama 
pembentuk undang undang dituntut untuk segera merespons perkembangan kejahatan digital 
melalui pembaruan hukum pidana agar penegakan hukum tidak bergantung pada penafsiran 
yang berisiko melanggar asas legalitas dan merugikan hak terdakwa. 

 

KESIMPULAN 
Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Argumentum per Analogiam  secara 

teoretis menempati posisi yang sangat terbatas dalam hukum pidana karena bertentangan 
dengan asas legalitas yang menjadi fondasi utama negara hukum. Dalam konstruksi doktrinal 
hukum pidana klasik maupun modern analogi tidak dibenarkan untuk menciptakan atau 
memperluas delik pidana karena berpotensi menggeser kewenangan kriminalisasi dari 
pembentuk undang undang kepada hakim. Meskipun dalam praktik penegakan hukum 
terutama pada perkara kejahatan digital sering ditemukan kebutuhan untuk menyesuaikan 
norma pidana dengan realitas sosial yang berkembang namun penggunaan analogi baik secara 
terbuka maupun terselubung tetap mengandung risiko serius terhadap kepastian hukum dan 
perlindungan hak asasi terdakwa. 

Tantangan penafsiran tindak pidana di era teknologi digital menegaskan adanya 
ketegangan struktural antara tuntutan keadilan substantif dan keharusan menjaga kepastian 
hukum. Kekosongan hukum dan ketertinggalan legislasi tidak dapat dijadikan dasar legitimasi 
bagi perluasan penafsiran yang melampaui batas normatif hukum pidana. Oleh karena itu solusi 
terhadap kejahatan digital tidak terletak pada penggunaan Argumentum per Analogiam  dalam 
penafsiran yudisial melainkan pada pembaruan kebijakan hukum pidana melalui perumusan 
delik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian 
keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan prinsip negara hukum 
dapat tetap terjaga. 
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